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SALINAN

WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 16.a TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

bahwa sehubungan adanya alokasi tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah, dana tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah,
penerimaan penghargaan dan bantuan keuangan Gubernur Jawa Barat dalam rangka
evaluasi kinerja kabupaten/kota dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2010,
bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk sinergitas penegakan peraturan daerah,
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan bantuan keuangan
untuk pembangunan bidang kesehatan yang diterima setelah APBD Tahun Anggaran
2011 ditetapkan maka untuk dapat dpergunakan terlebih dahulu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2011;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011, penjelasan mengenai teknis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011, maka
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dipandang perlu melaksanakan perubahan
terhadap Peraturan Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran
Anggaran dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2011;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 nomor 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peratuan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

Peratuan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara
Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasioanal Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Daerah  Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi Peranngkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun
2010 Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjar Tahun 2005-2025;



35. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Daerah Kota

Banjar;

36. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjar Tahun 2009-2013.

37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjar Nomor 02 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 02 seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai

berikut :

1. Pendapatan
a. Semula
b Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

2. Belanja
a. Semula
b Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surflus/(Defisit) setelah Perubahan
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b Pengeluaran
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan

Pasal 2

Rp.  420.044.714.363,12
Rp. 22.788.085.600,00
Rp.  422.832.799.963,12
Rp.  463.218.161.448.00
Rp. 22.788.085.600,00
Rp.  486.006.247.048.00
Rp. (43.173.447.085.12+)
Rp. 44.173.447.084.88
Rp. 1.000.000.000.00
Rp. 43.173.447.084.88
Rp. 0

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Juni 2011

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 16.a SERI A
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